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ABSTRACT

Collaboration in agricultural land management is a common form
of economic relationship in rural communities, including through
the irrigation system that has developed in Suka Negeri Village.
However, the implementation of such collaboration often faces
issues of breach of contract due to unclear rights and obligations
among the parties. In this study, we aim to analyze the fulfillment of
the essential elements and conditions of the mukhabarah contract in
the practice of the irrigation system, identify the forms of breach of
contract that occur, and examine their implications for village life.
Qualitative research was employed, utilizing semi-structured
interviews with 16 informants. The results indicate that agreements
are made orally without fulfilling the essential elements of the
mukhabarah contract, leading to legal uncertainty and breach of
contract by both parties. Such practices contradict the principles of
al-wafa bi al-‘uqud and la dharara wa la dhirara in Islamic law. Policy
recommendations include the requirement for written agreements
and the strengthening of community-based mediation mechanisms.

ABSTRAK

Kerja sama pengelolaan lahan pertanian merupakan salah satu
bentuk hubungan ekonomi yang banyak dijumpai di masyarakat
pedesaan, termasuk melalui sistem peraian yang berkembang di
Desa Suka Negeri. Namun, pelaksanaan kerja sama tersebut sering
kali menghadapi permasalahan wanprestasi akibat ketidakjelasan hak
dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pemenuhan rukun dan syarat akad mukhabarah dalam
praktik sistem peraian, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi
yang terjadi, serta mengkaji implikasinya terhadap kehidupan
masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kualitatif ~dengan wawancara semi-terstruktur kepada 16
narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian
dilakukan secara lisan tanpa pemenuhan rukun akad mukhabarah,
menimbulkan ketidakpastian hukum dan wanprestasi dari kedua
pihak. Praktik ini bertentangan dengan prinsip al-wafa bi al-‘uqud
dan la dharara wa la dhirara dalam hukum Islam. Rekomendasi
kebijakan mencakup kewajiban perjanjian tertulis dan penguatan
mekanisme mediasi berbasis komunitas.
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INTRODUCTION

Pertanian merupakan kegiatan yang mencakup pengelolaan lahan maupun sarana lain yang

berfungsi sebagai pengganti lahan, serta penyesuaian terhadap iklim mikro dalam proses budidaya

tanaman (atau hewan ternak), termasuk aktivitas yang berkaitan langsung dengan budidaya dan
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pengelolaan hasil panennya(Hidayat & Rofiqoh, 2020; Igbal & Sudaryanto, 2008; Nadziroh, 2020).
Sektor pertanian memiliki peran strategis dan penting dalam pereckonomian nasional serta
kesejahteraan masyarakat, dengan menyuplai lapangan kerja dan kebutuhan pangan
domestik(Amalina et al., 2018; Ikhwan et al., 2025; Wijaksono & Maulana, 2025). Sementara itu,
penelitian lainnnya menyatakan bahwa pertanian adalah bentuk kegiatan produksi yang memiliki
karakteristik khusus, yaitu berkaitan dengan proses pertumbuhan makhluk hidup seperti tanaman
dan hewan. Sehingga dapat dipahami pertanian memiliki arti proses pengelolaan lahan dalam
pertumbuhan tanaman dan hewan untuk mendapatkan hasil dari proses pemanfaatan lahan

tersebut (Pratomo & Wijayanti, 2023; Rusdiana et al., 2025).

Sektor pertanian menjadi fokus utama pemerintah karena peranannya yang sangat penting dalam
pembangunan ekonomi dan pemilihan ekonomi nasional(Chaniago et al., 2024; Hartati, 2021).
Industri pertanian menyumbang pada pendapatan nasional, menghasilkan devisa untuk bangsa,
dampak berlipat ganda ekonomi yang signifikan, keterikatan yang minim dengan impor, yaitu
hubungan antar sesama input dan output antar sesama industri, konsumsi, serta investasi. Pengaruh
ini cukup signifikan, menjadikan sektor pertanian selaku sektor kunci dalam pengembangan
ckonomi nasional. Sektor pertanian memainkan peran krusial dalam mencapai ketahanan pangan,
mendukung pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial budaya, pelestarian lingkungan, serta menjaga
stabilitas dan keamanan. Masyarakat sangat bergantung pada pertanian, terutama di daerah

pedesaan di mana kehidupan petani sangat terkait dengan aktivitas pertanian (Dumasari, 2020).

Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.
Indonesia menjadikan pertanian sebagai sumber utama penyediaan peluang kerja yang melimpah
dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian terbukti memberikan kontribusi yang
besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama di daerah perdesaan (Nadziroh, 2020). Menurut
(Chaniago et al., 2024; Hartati, 2021; Nadziroh, 2020) sektor pertanian di Indonesia memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri tingkat
kebutuhan terhadap produk-produk pertanian, yaitu peningkatan bahan pangan sebagai dampak
dari pertumbuhan jumlah penduduk dan pemenuhan kebutuhan gizi. Oleh sebab itu, sektor
pertanian harus menempatkan petani sebagai subjek utama dan aktor kunci dalam sektor pertanian
secara menyeluruh (Rahma Dayanti & Soetjipto, 2024). berbagai kendala seringkali menghambat
optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian. Salah satunya permasalahan yang umum terjadi di
Indonesia adalah adanya lahan pertanian yang tidak digarap karena berbagai alasan mulai dari
keterbatasan tenaga kerja, modal, atau pengetahuan teknis(Gultom & Harianto, 2022; Hammada,
2024).
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Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui
perjanjian dalam pengelolaan lahan pertanian(Isima & Subeitan, 2021; Nuraida et al., 2025).
Perjanjian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan
kewajiban para pihak, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah munculnya sengketa akibat
perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan. Jika dilihat dalam sisi kebijakan pertanian,
keberadaan perjanjian menjadi semakin penting karena sektor pertanian saat ini menghadapi
tekanan yang cukup besar akibat meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian,
seperti permukiman, industri, dan infrastruktur. Menurut beberapa penelitian (Fauzi & Nulhaqgim,
2024; Ishar et al., 2017; Marzaniar, 2022) jika kepentingan para actor tidak terakomodir dan
kepercayaan diantara mereka mulai menghilang, maka akan menimbulkan konflik. Jika dilihat pada
realita lehan pertanian hari ini, kondisi tersebut sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan

ekonomi, kebutuhan pembangunan, dan upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Selain itu, alih fungsi lahan tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga
mencerminkan adanya pertarungan kepentingan antaraktor, baik pemerintah, pemilik lahan,
investor, maupun masyarakat petani. Ketika kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak
diimplementasikan secara konsisten, potensi konflik agraria dan ketidakpastian dalam pengelolaan
lahan akan semakin meningkat(Aziz et al., 2021; Hidayat & Rofiqoh, 2020; I Gede Putu Putra
Wibawa & I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 2025; Muhaiyaadden et al., 2026). Oleh karena itu,
perjanjian pengelolaan lahan dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan yang mampu
menjembatani berbagai kepentingan tersebut dengan memberikan kepastian hukum, memperjelas
pola pemanfaatan lahan, serta memperkuat perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi lahan
pertanian. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya berperan sebagai kesepakatan hukum
antarindividu, tetapi juga menjadi bagian dari strategi tata kelola pertanian yang mendukung

penyelesaian konflik dan pengendalian alih fungsi lahan secara berkelanjutan.

Dalam perjanjian seringkali terjadi wanprestasi, yang merujuk pada keadaan di mana salah satu
pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yang sering disebut
sebagai pelanggaran kontrak atau kegagalan dalam memenuhi janji (Harlina & Lastfitriani, 2017).
Membuat janji itu diperbolehkan, namun memenuhi janji merupakan sebuah kewajiban. Oleh
karena itu, mengingkari janji termasuk perbuatan yang dilarang. Allah SWT telah menuntut orang-
orang beriman untuk selalu memenuhi janji yang mereka buat, sebagaimana disebutkan dalam Al-

Qur'an:

Osla s g i &) Sk a&ille ) Aflan 35 a5 S GV ) sl V5 dbe 1) ) 24y 15835
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"Penuhilah janji yang telah kamu buat dengan Allah, dan janganlah melanggar sumpahmu
setelah kamu menguatkannya, sementara Allah telah menjadi saksi atas sumpah tersebut.

Sesungguhnya, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan." (Q.S. An-Nahl: 91)

Hadits Shahih Bukhari nomor 33 juga menegaskan hal tersebut: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah
SAW bersabda, 'Ada tiga tanda orang munafik: apabila berbicara, ia berdusta; apabila berjanji, ia

:m

tidak menepati; dan apabila dipercayakan amanah, ia mengkhianati.

Salah satu perjanjian pengelolaan lahan pertanian yang sering dilakukan masyarakat Desa Suka
Negeri Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu perjanjian dengan
sistem Peraian, di mana sistem ini pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak ingin menggarap
lahannya dapat menyerahkannya kepada penggarap yang bersedia bekerja tanpa adanya sewa-
menyewa. Penggarap menggarap lahan pertanian tersebut dari nol dan sebagai imbalannya,
penggarap mendapatkan hak atas seluruh hasil panen selama periode tertentu yang telah disepakati
dengan tanaman yang ditanam ditentukan oleh pemilik lahan. Setelah periode tersebut berakhir,

jika penggarap masih ingin melanjutkan pengelolaan lahan, maka diberlakukan sistem bagi hasil.

Penelitian mengenai wanprestasi dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian pada umumnya
masih berfokus pada aspek hukum perdata dan pelanggaran kontrak antara para pihak(Alfianto et
al., 2024; Fortuna & Hermawan, 2025; Harlina & Lastfitriani, 2017; HARSYA, 2023; Isima &
Subeitan, 2021; Nuraida et al., 2025; Paendong & Taunaumang, 2022; Yuli Harlina & Hellen
Lastfitriani, 2017). Kajian-kajian tersebut lebih banyak membahas bentuk wanprestasi, penyelesaian
sengketa, serta akibat hukum yang ditimbulkan, namun belum secara komprehensif mengaitkannya
dengan perspektif kebijakan public dan Hukum Ekonomi Syariah dan dampaknya terhadap
pengembangan masyarakat desa. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji kerja sama
pengelolaan lahan pertanian dengan sistem perairan juga masih relatif terbatas, padahal sistem
tersebut memiliki peran penting dalam menunjang produktivitas pertanian dan keberlangsungan

ckonomi masyarakat pedesaan.

Selain itu terdapat tiga research gap yang belum terisi yang akan diisi kekosongannya dalam
penelitian ini yaitu: (1) belum ada kajian yang menganalisis secara sistematis apakah sistem peraian
memenuhi rukun dan syarat akad mukhabarah secara komprehensif, (2) belum ada kajian yang
mengaitkan wanprestasi dalam sistem peraian dengan implikasi pengembangan masyarakat desa,
dan (3) belum tersedia rekomendasi kebijakan yang operasional dan berbasis temuan empiris untuk

meminimalisasi wanprestasi.
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Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek berupa penerapan analisis tiga indikator
sistematis (rukun dan syarat akad mukhabarah, bentuk wanprestasi, dan implikasi pengembangan
desa) yang belum pernah digunakan dalam kajian sistem peraian sebelumnya, pengintegrasian
perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan kajian pengembangan masyarakat desa, dan

rekomendasi kebijakan taktis berbasis temuan lapangan.

Kerangka teoritis penelitian ini dibangun atas tiga konsep wutama. Pertama, akad
mukhabarah(Rusdiana et al., 2025) sebagai kategori figih yang paling relevan dengan sistem peraian.
Kedua, konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian, baik dari perspektif KUHPerdata (Pasal 1313
dan 1338) maupun hukum Islam (prinsip al-wafa bi al-uqud dan la dharara wa la dhirara)(Alamudi
et al, 2025; Halim et al., 2022). Ketiga, teori pengembangan masyarakat desa(Habib, 2021),
khususnya bagaimana ketidakpastian hukum dalam perjanjian pertanian berdampak pada stabilitas
sosial dan ekonomi komunitas. Indikator analisis yang digunakan mencakup pemenuhan rukun dan
syarat akad mukhabarah, bentuk, frekuensi, dan penyebab wanprestasi dari masing-masing pihak
dan dampak wanprestasi terhadap hubungan sosial, kepercayaan antarindividu, dan kesejahteraan

ckonomi masyarakat desa.
METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan
(Agustini et al., 2023; Ahyar et al., 2020; Fadli, 2021) yang dilaksanakan di Desa Suka Negeri,
Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pendekatan kualitatif
digunakan untuk memahami secara mendalam praktik wanprestasi dalam kerja sama pengelolaan
lahan pertanian sistem perairan serta dampaknya terhadap hubungan kerja sama masyarakat desa

ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder(Ivanovich Agusta,
2014). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam
perjanjian pengelolaan lahan pertanian, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal,
dokumen, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan
adalah wawancara semi terstruktur cresswell dalam(Jannah et al., 2025; Nawar et al., 2025), yaitu
peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan ruang kepada
informan untuk menjelaskan informasi secara lebih luas sesuai kondisi di lapangan. Narasumber
penelitian mencakup 8 pemilik lahan dan 8 penggarap yang terlibat dalam perjanjian sistem perairan

dan mengalami wanprestasi.
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Teknik penentuan informan menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling), yaitu seluruh
anggota populasi dijadikan informan penelitian karena jumlah populasi relatif kecil dan seluruhnya
dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan (Palinkas et al., 2015). Analisis data
dilakukan secara kualitatif-induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta khusus yang
ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis dan ditarik menjadi kesimpulan umum berdasarkan

referensi dan teori yang relevan (Fadli, 2021; Fikri et al., 2025).
RESULTS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian sistem
perairan yang dilakukan masyarakat tidak hanya mencerminkan hubungan ekonomi antara pemilik
lahan dan pengelola, tetapi juga melibatkan aspek hukum, sosial, dan keagamaan yang berpengaruh
terthadap keberlangsungan kerja sama tersebut. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai
dinamika yang berpotensi menimbulkan sengketa, terutama ketika salah satu pihak tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kondisi ini menjadi penting
untuk dikaji karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan, keberlanjutan usaha pertanian, serta

hubungan sosial masyarakat di lingkungan pedesaan.

Berdasarkan temuan lapangan, kajian mengenai wanprestasi dalam kerja sama pengelolaan lahan
pertanian sistem perairan akan dianalisis melalui tiga indikator utama. Pertama, pemenuhan rukun
dan syarat akad mukhabarah sebagai dasar keabsahan kerja sama menurut perspektif hukum Islam.
Kedua, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, baik yang berkaitan
dengan pelanggaran kesepakatan, kelalaian dalam menjalankan kewajiban, maupun tindakan yang
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ketiga, implikasi yang ditimbulkan dari terjadinya
wanprestasi terhadap kehidupan masyarakat desa, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun
keberlanjutan hubungan kerja sama antaranggota masyarakat. Melalui ketiga aspek tersebut,
penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik kerja sama

pertanian sistem perairan serta berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasinya.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Berdasarkan Indikator Analisis

No. Indikator Temuan Status

1 Pemenuhan Rukun dan Agqid dan objek akad terpenuhi, Tidak Terpenuhi Sempurna
Syarat Akad namun nisbah bagi hasil tidak
Mukhabarah ditetapkan  sejak awal dan

perjanjian dilakukan secara lisan
tanpa formalitas akad

2 Bentuk Wanprestasi Meninggalkan lahan sebelum Terjadi pada sebagian besar
Penggarap batas waktu dan dalam kondisi responden
rusak
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3 Bentuk Wanprestasi Menarik kembali lahan sebelum Terjadi dan merugikan
Pemilik Lahan perjanjian berakhir penggarap

4 Kepastian Hukum Tidak ada perjanjian tertulis Ketidakpastian Hukum
Perjanjian sehingga hak dan kewajiban tidak

dapat dibuktikan secara hukum

5 Implikasi Melemahnya kepercayaan sosial, Berdampak Negatif

Pengembangan Desa lahan tidak tergarap optimal,

penurunan pendapatan penggarap
Sumber: Disusun oleh peneliti berdasarkan temuan lapangan dan wawancara

A. Mekanisme Perjanjian dan Pemenuhan Rukun Akad Mukhabarah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama pengelolaan lahan pertanian sistem
perairan di Desa Suka Negeri masih didasarkan pada tradisi dan kepercayaan sosial yang
berkembang dalam masyarakat. Seluruh responden melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya
dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Praktik tersebut mencerminkan
kuatnya modal sosial berupa kepercayaan, kedekatan kekerabatan, dan norma gotong royong yang
selama ini menjadi fondasi hubungan ekonomi masyarakat desa. Namun, jika dikaji dari sudut
pandang hukum Islam dan hukum perjanjian, kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena tidak

seluruh unsur akad mukhabarah terpenuhi secara sempurna.

Kemudian berdasarkan teori mukhabarah, keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun
dan syarat akad, yaitu adanya para pihak yang berakad (aqid), objek akad yang jelas (ma'qud 'alaih),
adanya ijab dan qabul, serta nisbah bagi hasil yang ditentukan secara jelas sejak awal perjanjian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur aqid, ma'qud 'alaih, serta ijab dan qabul pada dasarnya
telah terpenuhi. Pemilik lahan dan penggarap merupakan pihak yang cakap hukum, objek kerja
sama berupa lahan pertanian dapat diidentifikasi secara jelas, dan kesepakatan dilakukan melalui

persetujuan kedua belah pihak.

Namun demikian, terdapat kelemahan mendasar pada aspek nisbah bagi hasil. Peneliti
menemukan bahwa pembagian hasil baru ditentukan setelah periode awal pengelolaan berakhir dan
tidak dicantumkan secara tegas ketika akad dilakukan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip
dasar akad mukhabarah yang mensyaratkan kejelasan proporsi pembagian hasil sejak awal untuk
menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan potensi sengketa di kemudian hari. Dengan kata lain,
meskipun kerja sama tersebut secara praktik diterima oleh masyarakat dan berlangsung bertahun-
tahun, dari perspektif hukum Islam akad yang dijalankan belum sepenuhnya memenuhi prinsip

kepastian hukum dan keadilan kontraktual yang menjadi tujuan utama akad mukhabarah.
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Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik lokal masyarakat dengan norma
ideal yang ditetapkan dalam hukum Islam. Masyarakat lebih mengutamakan hubungan
kekeluargaan dan kepercayaan dibandingkan aspek legalitas perjanjian. Padahal, dalam konteks
hubungan ekonomi yang melibatkan aset produktif dan keuntungan finansial, kejelasan akad
menjadi instrumen penting untuk melindungi hak kedua belah pihak. Oleh karena itu, keberadaan
akad tertulis dengan pembagian hasil yang jelas tidak hanya diperlukan untuk memenuhi ketentuan

syariah, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan pertanian.
Analisis Bentuk dan Penyebab Wanprestasi dalam Kerja Sama Pengelolaan Lahan

Wanprestasi yang terjadi di desa Suka Negeri dapat dilihat dari segi dua sisi. Dari pihak
penggarap, bentuk wanprestasi yang paling sering ditemukan adalah meninggalkan lahan sebelum
masa kerja sama berakhir dan tidak menjaga kondisi lahan sebagaimana mestinya. Sementara itu,
dari pihak pemilik lahan, bentuk wanprestasi yang dominan berupa penarikan kembali lahan
sebelum berakhirnya masa perjanjian yang telah disepakati. Tindakan-tindakan tersebut termasuk
dalam kategori tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dan melaksanakan
prestasi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Penggarap yang meninggalkan lahan sebelum
masa perjanjian selesai menyebabkan tujuan kerja sama tidak tercapai karena lahan menjadi
terbengkalai dan produktivitas pertanian menurun. Sebaliknya, pemilik lahan yang menarik kembali
lahan secara sepihak juga menghilangkan hak penggarap untuk memperoleh manfaat ekonomi dari

investasi tenaga, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan.

Menariknya, penelitian ini menunjukkan bahwa akar permasalahan wanprestasi bukan semata-
mata disebabkan oleh itikad buruk salah satu pihak, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh
lemahnya tata kelola perjanjian. Ketiadaan kontrak tertulis menyebabkan batas hak dan kewajiban
menjadi tidak jelas. Ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi, kebutuhan keluarga, atau perbedaan
persepsi mengenai hasil pengelolaan lahan, masing-masing pihak cenderung menafsirkan isi
kesepakatan berdasarkan kepentingannya sendiri. Akibatnya, potensi konflik menjadi lebih besar

karena tidak terdapat dokumen yang dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa.

Dalam kebijakan pertanian, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian di
tingkat desa masih didominasi oleh mekanisme informal yang rentan terhadap konflik. Padahal,
kerja sama pengelolaan lahan merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan
produksi pertanian di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan alih fungsi lahan. Ketika
wanprestasi terus terjadi, maka efektivitas kerja sama pertanian sebagai sarana optimalisasi

pemanfaatan lahan akan semakin menurun.
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B. Analisis Implikasi Wanprestasi terhadap Kehidupan Masyarakat Desa

Dampak wanprestasi tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian,
tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa secara lebih luas.
Wanprestasi menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap.
Kepercayaan yang sebelumnya menjadi modal utama dalam pelaksanaan perjanjian lisan perlahan

mengalami erosi akibat seringnya terjadi pelanggaran kesepakatan.

Menurunnya kepercayaan sosial tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi
masyarakat desa. Hubungan kerja sama yang sebelumnya dibangun atas dasar solidaritas dan gotong
royong berubah menjadi hubungan yang lebih berhati-hati dan penuh kecurigaan. Beberapa
narasumber bahkan menyatakan enggan melakukan kerja sama serupa di masa mendatang karena
khawatir mengalami kerugian yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya
menghasilkan kerugian material, tetapi juga mengurangi modal sosial yang selama ini menjadi

kekuatan utama masyarakat pedesaan.

Kemudian jika dilihat dari segi ekonomi, dampak yang ditimbulkan juga cukup signifikan. Lahan
yang ditinggalkan penggarap atau ditarik kembali secara sepihak oleh pemilik lahan menyebabkan
proses produksi pertanian terganggu. Akibatnya, sebagian lahan tidak dapat dimanfaatkan secara
optimal dan produktivitas pertanian menurun. Penurunan produktivitas ini berimplikasi langsung
terhadap berkurangnya pendapatan masyarakat, terutama bagi penggarap yang menggantungkan
sumber penghasilannya pada hasil pertanian. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi desa dan mengurangi kontribusi sektor pertanian terhadap

kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh lagi, apabila dikaitkan dengan isu kebijakan pertanian dan keberlanjutan pengelolaan
lahan, wanprestasi berpotensi mempercepat menurunnya minat masyarakat untuk mengelola lahan
pertanian. Ketika kerja sama pengelolaan lahan dianggap tidak memberikan kepastian dan
perlindungan yang memadai, masyarakat cenderung mencari alternatif ekonomi lain yang dianggap
lebih menguntungkan. Kondisi ini dapat menjadi faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan
pertanian ke sektor nonpertanian. Dengan demikian permasalahan wanprestasi tidak hanya
berdampak pada hubungan kontraktual antarindividu, tetapi juga memiliki implikasi strategis
terhadap keberlanjutan sektor pertanian, ketahanan pangan desa, dan efektivitas kebijakan

perlindungan lahan pertanian di tingkat lokal.
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Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa akar persoalan kerja sama
pengelolaan lahan pertanian sistem perairan di Desa Suka Negeri terletak pada lemahnya kepastian
akad dan tata kelola perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perjanjian melalui
penyusunan akad tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip mukhabarah, penegasan hak dan
kewajiban para pihak, serta pendampingan dari pemerintah desa atau lembaga terkait agar kerja
sama pertanian dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan mampu mendukung

pembangunan ekonomi masyarakat desa.
DISCUSSIONS

Praktik perjanjian sistem peraian di Desa Suka Negeri memiliki karakteristik yang mendekati
akad mukhabarah karena melibatkan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk
memperoleh manfaat ekonomi dari lahan pertanian. Namun demikian hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik tersebut belum memenuhi seluruh rukun dan syarat akad mukhabarah
secara sempurna. Ketiadaan nisbah bagi hasil yang ditetapkan secara jelas sejak awal akad serta
absennya perjanjian tertulis menunjukkan bahwa hubungan kerja sama yang dibangun lebih
bertumpu pada kebiasaan sosial dan kepercayaan personal daripada pada prinsip kepastian hukum
dan keadilan kontraktual sebagaimana ditekankan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Kondisi ini
mengakibatkan akad menjadi rentan terhadap perbedaan interpretasi, sengketa, dan pelanggaran

kesepakatan di kemudian hari.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya paradoks dalam praktik ekonomi pedesaan. Di satu
sisi, kepercayaan sosial yang tinggi menjadi modal utama dalam membangun kerja sama pertanian.
Namun di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan pada hubungan informal justru menciptakan
kerentanan terhadap konflik ketika kepentingan ekonomi para pihak mulai berubah. Dalam konteks
ini, wanprestasi yang terjadi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan individu dalam
memenuhi janji, tetapi juga sebagai konsekuensi dari lemahnya institusionalisasi hubungan kerja

sama pertanian di tingkat lokal.

Selanjutnya bentuk wanprestasi yang dilakukan baik oleh pemilik lahan maupun penggarap
menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi dan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya
pertanian. Pemilik lahan memiliki kontrol terhadap aset produksi berupa tanah, sedangkan
penggarap menginvestasikan tenaga, waktu, dan biaya untuk mengelola lahan tersebut. Ketika salah
satu pihak secara septhak menarik lahan atau meninggalkan lahan sebelum masa perjanjian berakhir,
maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran kontrak, tetapi juga distribusi risiko dan kerugian yang

tidak proporsional.
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Dalam perspektif syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip al-wafa bi al-'uqud (kewajiban
memenuhi akad) dan prinsip la dharar wa la dhirar yang melarang tindakan yang menimbulkan
kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, wanprestasi dalam sistem peraian tidak hanya memiliki
dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan etika ekonomi yang berkaitan dengan tanggung

jawab sosial para pihak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Alfianto et al., 2024; Isima & Subeitan, 2021;
Ni Made, 2022) yang menemukan bahwa praktik bagi hasil pertanian berbasis kepercayaan tanpa
kejelasan nisbah dan kontrak tertulis berpotensi menimbulkan sengketa. Penelitian ini
menunjukkan persoalan yang lebih kompleks dimana ketidakjelasan akad sebenarnya merupakan
refleksi dari persoalan tata kelola pertanian yang lebih luas. Dalam banyak kasus, masyarakat desa
masith mengandalkan mekanisme informal karena dianggap lebih sederhana, murah, dan sesuai
dengan budaya lokal. Akan tetapi, ketika sektor pertanian semakin terintegrasi dengan dinamika
ckonomi pasar dan kebutuhan ekonomi rumah tangga semakin meningkat, mekanisme informal
tersebut tidak lagi mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan ekonomi yang berkembang.
Akibatnya, konflik menjadi semakin mudah terjadi karena tidak terdapat instrumen yang mampu

menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak.

Hasil penelitian ini juga mengungkap adanya konflik kebijakan antara pendekatan formal yang
diusung negara dengan praktik informal yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan
pertanian nasional melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani menckankan pentingnya perlindungan terhadap aktivitas usaha tani,
kepastian usaha, dan pemberdayaan petani. Namun di sisi lain, implementasi kebijakan tersebut
belum menjangkau praktik-praktik kerja sama pengelolaan lahan yang berlangsung secara informal
di tingkat desa. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan yang ingin menciptakan
kepastian dan perlindungan bagi petani dengan realitas di lapangan yang masih bergantung pada

kesepakatan lisan dan norma sosial semata.

Lebih jauh lagi, lemahnya kebijakan kerja sama pertanian di tingkat lokal berpotensi
memperbesar konflik agraria dan mempercepat transformasi sektor pertanian yang tidak terkendali.
Ketika hubungan antara pemilik lahan dan penggarap semakin dipenuhi ketidakpastian, minat
masyarakat untuk terlibat dalam usaha pertanian produktif akan menurun. Kondisi ini dalam jangka
Panjang dapat mendorong pemilik lahan untuk mengalihkan fungsi lahannya ke sektor yang
dianggap lebih menguntungkan dan minim risiko, seperti perumahan, perdagangan, atau

penggunaan nonpertanian lainnya.
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Dengan demikian, wanprestasi dalam sistem peraian sesungguhnya tidak hanya berdampak pada
hubungan kontraktual antarindividu, tetapi juga berpotensi berkontribusi terhadap meningkatnya
alih fungsi lahan pertanian yang saat ini menjadi salah satu tantangan utama pembangunan

pertanian nasional.

Disisi lain, persoalan ini juga berkaitan erat dengan upaya menjaga harta (hifzh al-mal) dan
menjaga kemaslahatan masyarakat. Ketidakjelasan akad dan tingginya angka wanprestasi
menunjukkan bahwa sistem yang berjalan belum mampu memberikan perlindungan optimal
terthadap hak ekonomi para pihak. Padahal, salah satu tujuan utama syariah dalam aktivitas
muamalah adalah menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang
terlibat. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi dalam sistem peraian tidak dapat diselesaikan
hanya melalui pendekatan hukum kontrak semata, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan

yang mampu menjamin terciptanya hubungan kerja sama yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat desa juga tidak dapat dianggap sederhana.
Wanprestasi yang berulang menyebabkan terkikisnya modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas,
dan kerja sama yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat pedesaan. Ketika tingkat
kepercayaan menurun, biaya sosial dan ekonomi dalam membangun kerja sama baru akan semakin
tinggi. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung enggan melakukan kerja sama
pertanian karena khawatir mengalami kerugian. Kondisi ini pada akhirnya menghambat
pengembangan ekonomi lokal, menurunkan produktivitas pertanian, dan memperlemah kapasitas

masyarakat desa dalam membangun ketahanan ekonomi berbasis sumber daya pertanian.

Oleh karena itu, solusi atas persoalan wanprestasi dalam sistem peraian harus dipahami sebagai
bagian dari agenda reformasi tata kelola pertanian desa, diperlukan formalisasi akad yang memenuhi
rukun dan syarat mukhabarah, termasuk kejelasan nisbah bagi hasil dan dokumentasi tertulis.
Sementara dari sisi kebijakan publik, pemerintah desa perlu memanfaatkan kewenangannya untuk
membentuk kebijakan lokal yang mengatur standar perjanjian kerja sama pertanian, mekanisme
mediasi sengketa, serta perlindungan terhadap hak pemilik lahan dan penggarap. Dengan demikian,
penguatan kelembagaan lokal tidak hanya berfungsi mencegah wanprestasi, tetapi juga menjadi
instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian, mencegah konflik agraria, dan

mengendalikan tekanan alih fungsi lahan di wilayah pedesaan.
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CONCLUSIONS

Berdasarkan temuan penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian pengelolaan lahan
pertanian dengan sistem peraian dapat disimpulkan bahwa bentuk Wanprestasi perjanjian
pengelolaan lahan dengan system peraian dilakukan secara lisan untuk mengatasi keterbatasan
tenaga dan modal pemilik lahan serta memberi peluang bagi penggarap. Penggarap bertanggung
jawab mengelola lahan dari awal dan berhak atas hasil panen, sementara pemilik lahan menentukan
jenis tanaman. Namun, dalam praktiknya sering tetrjadi wanprestasi dari kedua belah pihak, seperti
penggarap yang meninggalkan lahan dalam kondisi rusak atau pemilik lahan yang mengambil
kembali lahan sebelum perjanjian berakhir. Jika sudah ada perjanjian yang disepakati antara pihak-
pihak, maka setiap pelanggar atau yang tidak memenuhi janjinya akan dikenai sanksi Ketidakhadiran
perjanjian tertulis menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan regulasi yang lebih jelas
untuk melindungi hak dan kewajiban kedua pihak. Kemudian wanprestasi dalam perjanjian
pengelolaan lahan pertanian dengan sistem peraian di Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung
tidak memenuhi rukun akad Muwkhabarah, dan wanprestasi dalam perjanjian tersebut sangat
bertentangan dengan asas - asas hukum islam. Dalam islam tidak memperbolehkan dalam perjanjian
melakukan sebuah wanprestasi atau ingkar janji dalam suatu perjanjian, akibatnya dari salah satu pihak

ada yang dirugikan.
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